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WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATI'RAI{ DAERAII KOTA KOTA}IOBAGU
NOMOR 5 TArttrN 2ot4

TENTAT{G

RENCA}IA PEMBAT{GI'NAN JAIIGKA TIENENGAII DAERAII
KOTA KOTAMOBAGU 20 13.2018

Dengan Rahmat l\tlrr<rn yang Maha Esa,

S'ALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal

15 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor Og

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Pen5rusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan pembarrgunan Daerah, perlu
membentuk peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.
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;at : 1.

bahwa dalam rangka Pelaksanaan

Pembangunan seca-ra terencana, bertahap

dan berkesinambungan, maka Pemerintah

Daerah harus men5rusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) yang merupakan penjabaran Visi,

Misi, Program Kepala Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan

huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Kotamobagu 2013-2018;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3

tentang Keuangan Negara (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Nomor 4287l.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik

2.

Indonesia Nomor aa2ll;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371

I

sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
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4.

5.

6.

t.

Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 59, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor a84fl;
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2OO7

Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di

Provinsi Sulawesi Utara (L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2OO7|'

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor

68, Tambahan I-embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47251;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8

tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a916);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keualgan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahal

Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor L9,

8.

c
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9.

Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a815);

Perafuran Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara

PenSrusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

11.

Daerah, (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8r7l;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O

tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

25, Tambahan l,embaran Negara RepubLik

Indonesia Nomor 5107); sebagaimana telah

dirubah rerakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OI1;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2O1O

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 -
20L4;

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Menteri perencanaan pembangunan

Nasional /Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan nasional dan menteri

Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, No:

0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/
PMK 07l2O10 tentang penyelarasan Rencana

10.

g
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14.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Dengan rencana Menengah

Pembangunan Nasional (RPJMN) 20LO

20t4;

13. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54

tahun 2OlO tentang pelaksanaan peraturan

pemerintah nomor 8 tahun 2OO8 tentang

tahapan, tata ca-ra penJ rsunan,

pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara
Nomor 3 Tahun 2OlL tentang Rencana

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Sulawesi Uta.ra Tahun

2005 - 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi utara

Nomor 4 Tahun 20 1 1 tentang Rencana

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 -
2015;

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2OO8

tentang tz.t:- cara pan)rusunan Rencana

Pembangunan Daerah Kota kotamobagu;

15.

16.

e
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Dengan pereetuJuan bers&rna

DEWAN PERWAIULA"II RAICY'A'T DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTA KOTATTOBAGU

MEMUTUSI(AI{:

lenetapkan : PERATURAII DAERATI TEIITAIIG RET{CANA

PEMBN{GUNAI{ JAIVGI(A MENENGAII DAERAII KOTA

KOTAIIIOBAGU TAHUN 2013 . 2018

BAB I

KETENTUADI UMTIM

Bagian Kesaru

PengerLian

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

Daerah adalah Kota Kotamobagu.

Pemerintah Daerah ada-lah Pemerintah Kota Kotamobagu.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Walikota dan Wakil

Walikota Kotamobagu.

Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.

Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kotamobagu.

Badan Perer-rcanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraail

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan

penJrusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daera-h.

&
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Pemangku kepentingan ada-lah pihak yang langsung atau tidak

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi

dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi,

LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota/desa/kelurahan,

pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota,

pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan

dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pembangunar-r daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik

dalam aspek pendapata,n, kesempatan kerja, lapangan bemsaha,

akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penJ.usunan tahapan-tahaparl kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam

jangka rvakfti tertentu.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya

disingkat RP. rPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota

Kotamobagu untuk periode 2O (dua puluh) tahun (2008-2025).

Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya

disingkat RPJI\{D adalah dokumen perencanaan daerah Kota

Kotamobagu uirtuk periode 5 (lima) tahun (2013-2018).

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencarlaan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tatrun

(20 13-2O 18).

a SKPD adalah

(

Rencana ke SKPD utnya disingkat
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5.

dokumen perencanaan SKPD untuk periode I (satu) tahun.

Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disingkat

APBN, adalah rencarla keuangan tahunan pemerintahan nega-ra

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan

Undang-Undang.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang dibahas dan disetujui bersa:na oleh pemerintah daerah dan

DPRD dan ditetapkan dengan Perafuran Daerah.

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebrjakan bidang pendapatan, belanja, dan

pembia-vaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)

tahun.

Prioritas dal plafon arlggaran sementara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap prograrn sebagai

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggararr yang

berisi rencana. pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan

SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan

oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk

mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari

upaya pembangunan daerah secara utuh.
2. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang

maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan

pembangunan daerah.

disusun

5

,t.

Kerangka pendanaan, adalah dan kegiatan
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;$ untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang
ffi

fl diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai
H$ drri upaya pembangunan daerah secara utuh.
i.,# Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
r,:I atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
t:

I ar-paknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
i:

i, penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menenfukan
. tduan penyelenggaraar pemerintahan daerah dimasa yang akan

datang.

visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.

Misi adalah mmusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untrrk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-tangkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian da-ri pencapaian sasaran terukur
pada suatu prograrn, dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

1. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan unruk mencapai

seca-ra langsung sasaran prograrn prioritas.
2,*Be!sifat indikatif adatah bahwa d.ata dan informasi, baik ten

pendanaannya

bagian integral

e
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sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercanturn di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi

yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yarlg akan atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesilik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggarnbarkan tingkat capaian

kinerja suatu prograrn atau kegiatan.

Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga

secara minima].

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesualu yang mencertninkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnyadisingkat

musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam

rangka men5rusun rencana pembangunan daerah.

Forum SKPD provinsi dan kabupaten/kota merupakan wahana

antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan

manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

Narasumber/Tenaga Ahli adalah pihak pemberi informasi yang

perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan

keputusan hasii musrenbang.

t RTRW

e

2. Rencana tata wilayah selanjutnya
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adalah hasil perencanaan tata nrang yang mempakan penjabaran

strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota ke

dalam struktur dan pola ruang wilayah.

provinsi lainnya adalah provinsi lainnya yang ditetapkan sebagai

satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki

hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan

pembangunan.

Kabupaten /kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang

ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau
yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam

pelaksanaan pem bangunan.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan

kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas

dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk
men ghindarkan ke sim pangsiu ran dan du plikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Ruang Lingkup

Pasai 2

lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan,

rencanacara pen5rusunan, pengendalian dan eva-luasi pelaksanaan

bangunan daerah terdiri atas:

RPJPD;

RPJMD;

Renstra SI(PD;

RKPD; dan

Renja SKPD. .

g
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Prinsip Perencanaan pembangunan Daerah

Pasal 3

nsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaarl pembangunan

nasional;

dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangarl masing-masing;

mengintegrasikan renc€rna tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah; dan

dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

naan pembetngunan daerah dirumuskan seca_ra:

transparan;

responsif;

efisien;

efektif;

akuntabel;

partisipatif;

terukur;

berkeadilan; dan

berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu
mernbuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

Yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelengga-raarl

negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

Pribadi, golongan, dan rahasia negara.

c
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Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan

terjadi di daerah.

Elisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,

keluaran tertentu dengan masukan terendah

terendah dengan keluaran maksimal.

huruf b, yaitu

perubahan yang

yaitu pencapaian

atau masukan

Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan

kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan

cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu

setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan

daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegarlg kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f,

mempakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses

tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif
terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur

khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok

masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah

penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk
mencapainya.

Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, adalah

prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan

usia.

Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i,
yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makrnur tanpa harus

menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam

mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia,

dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuart

4

:gmber daya alam y meno
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Bagian Ketiga

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

n pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

Teknokraris;

PartisiPatif;

Politis; dan

Top-down dan bottom-up

Pasal 7

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menggunakan

me.toda dan kerangka berpikir iimiah untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan daerah.

Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh

pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan

berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat

dipertanggung j awabkan.

Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), antara lain cligunakan untuk:
a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;

b. merurnuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan

pilihan pemerintahan daerah masa kini;
c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian

sasaran pembangunan daerah;

merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;

memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya

lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;

merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;

menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil

capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan

d.

e.

f.

g.
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pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SpM;

h. memproyeksikan pagu indikatif prograrn dan kegiatan pada tahun
yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun
berikutnYa; dan

i. menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan

evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 8

ndekatan partisipatif sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 huruf b,

pemangku kepentingannakan dengan melibatkan semua

holders) dengan mempertimbangkan:

relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan da-lam proses

pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah;

kesetaraan antara para pemangl<u kepentingan dari unsur pemerintahan

dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;

adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta

melibatkan media massa;

keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok
masyarakat rentan termarj inalkan dan pengarusuta-maan gender;

terciptan-va rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan

daerah; dan

terciptanya konsensus atau kesepakata.n pada semua tahapan
penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas
program,

Pasal 9

n politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,

masing-masing

pada saat

wa program-program pembangunan yang ditawarkan

4

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
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, disusun ke dalam rancangan RpJMD, melalui:

penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan,

sEategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa

jabatan;

konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis pen)rusunan,

sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional

dan pembangunan daerah; dan

pembahasan dengan DPRD da-n konsultasi dengan pemerintah untuk
penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 10

katan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up)

atas-bawah (top-down) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,

diselaraskan mela-lui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga

sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana

nan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pendekatan Pen5rusunan Program, Kegiatan,

Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

Pasal 1 1

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber
dirumuskan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra
SKPD disusun berdasarkan:
a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka

perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

pendanaan yang

SKPD dan Renja

menengah serta

4
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c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi

nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang

menjadi tanggungjawab SKPD.

pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,bahwa

prograrn dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil

yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk

melaksanakannya, secara efektjf dan efisien telah sesuai dengan tujuan

yang ditetaPkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan terhadap

program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan

perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi

terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam

prakiraan maju.

''Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, bahwa pengambilan keputusan penetapan program

dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses

perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan

mengikat,untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan

kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

mempakan jumiah dana yang tersedia untuk mendanai program dan

kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar safuan

harga yang ditetapkan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang-

undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus

berpedornan pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan

daerah.

e
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Pasal 12

Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.

pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

digunakan untuk pen)rusunan RKPD dan Renja SKPD.

Data dan Informasi

Pasal 13

Pen5rusunan rencana pembangunan daerah menggunakarl data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Menteri Dalam Negeri secara periodik melakukan penyempurnaan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyempurrraan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;

c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil

daerah;

d. keuangan daerah;

e. potensi sumber daya daerah;

f. produk hukum daerah;
g. kependudukan;

h. informasi dasar kewilayahan; dan
i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya

pilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek

1
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kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya

saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara

sisternatis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Bab lil
KEDUDUKAN

Pasal 14

RPJMD meruPakarl:

Penjabaran visi, misi dan prograln Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala

Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Kotamobagu Tahun 2OO8-2O25.

Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligUs acuan

bagt seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam

mewujudkan pembangunarl daerah yang berkesinambungan-

Bab IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 15

d dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen

rencanaan sebagai pedoman dalam :

Pen5rusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana

Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan

kabupaten.

&
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Pasal 16

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota

yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya harus men5rusun

RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Walikota berikutnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

pedoman untuk men5rusun Rencana APBD tahun pertama jabatan

Walikota berikutnYa.

Bab V

SISTEMATIKA PET{YUSUNAN

stematika RPJM Daerah terdiri

Pasal 17

dari :

iran memuat antara lain :

PENDAI{T'LUAN

Batr ini berisi tentang dasar hukum penyusunan, hubungan antar

dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan hrjuan.

GAIVIBARAI{ I'MIIM KONDISI DAERAH

Bab ini nrenjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi

claerah yang meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing'

M. GAIIfiBARAN PENGELOLAAN I(EUAI{GA}I DAERATI SERTA

KERAI{GI(A PENDAI{AADI

Bab ini menyajikan gambaran pengelolaan keuangan daerah yang

l-erdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan

keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

&
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program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian

bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan

akhir periode RPJMD dapat dicapai.

piran

Pasal 18

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.tidak

Bab VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Pernerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJM Daerah.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. '

terhadap

Daerah

Bab VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2O

ngan berla-kunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 01

'ahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kotamobagu Tahun 2OO8-2OL3, dicabut dan dinyatakan tidak

&
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Bab VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2 1

hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan

la..,1- Peraturan Daerah ini bersifat asumtif, sehingga apabila terjadi

suaian terhadap target-target tersebut, maka penyesuaian target

ut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat

tujuan dan PenetaPan DPRD.

Pasal 22

turan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan Agar supaya setiap

'ang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya pada lembaran Daerah Kota

bagu.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kotamobagu
| ) Js Pte::li':r ZO't 4

iundangkan
Tan

Kotamobagu
Jr:: r i. teT Zt-) | t

( wnltrore u4

;-;L (4iTcit, )

ina Utama
196 10 1 19

. Madya
198803 1 008

BARAN DAERAH
-,Lj-r-rr.i -l
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